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Ringkasan
                     Eksekutif

Saat ini hanya sekitar 400 ekor harimau diperkirakan 
tersisa di hutan-hutan hujan Sumatra – yang berkurang 
secara pesat – seperempat juta hektar tiap tahunnya. 
Ekspansi perkebunan kelapa sawit dan kayu pulp/HTI 
(Hutan Tanaman Industri)  adalah penyebab hampir dua 
pertiga kerusakan habitat harimau dalam kurun waktu 
antara 2009 sampai 2011, periode paling akhir dimana 
data resmi pemerintah Indonesia tersedia. Kerusakan 
semacam ini memfragmentasi wilayah besar hutan 
ruang hidup harimau untuk berburu. Keadaan ini 
juga meningkatkan kontak dengan manusia; yang 
mengakibatkan meningkatnya perburuan harimau 
liar untuk perdagangan kulit dan obat-obatan 
tradisional serta meningkatnya serangan harimau yang 
mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dan harimau. 

Menurunnya populasi harimau Sumatra adalah indikasi 
hilangnya hutan, keanekaragaman hayati dan juga 
kestabilan iklim. Musim kemarau ini kebakaran besar 
yang disengaja maupun tidak, berkobar di Sumatra 
terutama di provinsi Riau dan menghancurkan ratusan 
ribu hektar hutan hujan – termasuk hutan lahan gambut 
dalam yang merupakan habitat terakhir harimau di 
provinsi ini. Kebakaran tersebut  tercatat memecahkan 
rekor yang mengakibatkan terlepasnya gas rumahkaca 
(GRK) dan polutan dalam jumlah besar dimana kabut 
asapnya  yang jauh hingga mencapai Thailand.

Menurut pemerintah Indonesia, 85% dari emisi GRK 
negri ini berasal dari perubahan peruntukan lahan 
(terutama yang berkaitan dengan deforestasi untuk 
perkebunan atau pertanian), dan sekitar separuhnya 
berkaitan dengan lahan gambut. Bahkan habitat harimau 
Sumatra dalam wilayah lindung seperti Taman Nasional 
Tesso Nilo yang terkenal di dunia telah dihancurkan 
oleh perambahan untuk produksi minyak kelapa sawit 
ilegal, dan pejabat pemerintahpun mengakui bahwa 
perlindungan wilayah ini hanya ada di atas kertas.

Hutan habitat harimau dalam konsesi perkebunan yang 
memiliki izin sama sekali tidak terlindungi. Satu juta 
hektar – 10% dari semua habitat harimau yang tersisa – 
tetap berisiko terhadap penebangan habis/perbersihan 
lahan dalam konsesi kelapa sawit dan pulp/HTI pada 
tahun 2011. Dalam periode 2009–2011, kelompok pulp 
dan kertas APRIL bertanggung jawab akan seperenam 
dari deforestasi habitat harimau. Dalam periode yang 
sama sektor kelapa sawit membabat  seperempat 
habitat harimau yang tersisa dalam konsesi mereka. 

Kegagalan ini menunjukan  bagaimana tidak adanya 
regulasi dan ekspansi yang tidak bertanggung jawab, 
terutama dari perkebunan kelapa sawit dan pulp/HTI. 
Hal ini melemahkan komitmen pemerintah Indonesia 

untuk menghentikan deforestasi dan menyelamatkan 
harimau dan kehidupan liar lain yang terancam punah. 

Investigasi Greenpeace mengungkapkan merek-
merek terkenal termasuk Colgate Palmolive, Mondelez 
International (semula Kraft), Neste Oil, Procter & Gamble, 
Reckitt Benckiser dan sejumlah perusahaan lain 
terkait dengan Wilmar International Ltd yang berbasis 
di Singapura dan perdagangan internasional minyak 
kelapa sawit kotor mereka. Wilmar adalah perusahaan 
pemroses minyak kelapa sawit terbesar di dunia, 
dengan menguasai lebih dari sepertiga pangsa pasar 
pemrosesan kelapa sawit global dan dengan jaringan 
distribusi mencapai lebih dari 50 negara.  

Meski Wilmar telah melaksanakan pelestarian hutan 
bernilai konservasi tinggi (high conservation value, 
HCV) dan lahan gambut dalam konsesi mereka sendiri, 
wilayah ini hanya memasok kurang dari 4% dari minyak 
kelapa sawit yang mereka suling dan perdagangkan, 
sedangkan sisanya diproduksi oleh pemasok pihak 
ketiga. Berkaitan dengan Wilmar, Greenpeace telah 
mendokumentasikan kebakaran di hutan lahan gambut 
dalam di konsesi kelapa sawit; perusakan hutan hujan 
besar-besaran dan perkebunan kelapa sawit ilegal 
dalam Taman Nasional Tesso Nilo, yang hasil panennya 
telah terlacak masuk ke pabrik milik Wilmar dan terus 
mengisi rantai pasokan minyak kelapa sawit Indonesia; 
dan pembukaan besar-besaran hutan habitat harimau 
dan orangutan. Wilmar diketahui memiliki, menguasai 
saham mayoritas atau berdagang dengan sebagian 
besar produsen yang telah didokumentasi oleh 
Greenpeace terlibat dalam kegiatan tidak bertanggung 
jawab atau ilegal. 

Minyak kelapa sawit memiliki banyak kegunaan dan 
manfaat, dan Greenpeace memahami ini; tapi produksi 
kelapa sawit juga dapat mendatangkan biaya/ongkos  
yang tidak bisa diterima. Di Indonesia, biaya yang harus 
ditanggung akibat produksi kelapa sawit yang tidak 
bertanggung jawab dan tidak sesuai regulasi termasuk 
perusakan hutan dan lahan gambut adalah hilangnya 
sumber hidup spesies terancam punah seperti harimau 
Sumatra dan orangutan. 

Greenpeace percaya bahwa Wilmar dan merek-merek 
terkenal yang membeli minyak kelapa sawit mereka 
harus memahami biaya yang sebenarnya dari produksi 
minyak kelapa sawit yang tidak bertanggung jawab. 
Mereka harus memastikan bahwa pasokan kelapa sawit 
mereka benar-benar memberikan sumbangan bagi 
pembangunan Indonesia, dan bukan menghancurkan 
masa depan penduduknya, kehidupan liarnya dan iklim 
global yang menjadi tumpuan harapan kita semua. 



‘ Saya hendak menyatakan terimakasih saya kepada 
Greenpeace untuk kerja keras dan dedikasinya 
selama ini untuk dunia dalam usahanya bukan hanya 
menyelamatkan lingkungan tapi juga kehidupan 
dan masa depan kita. Terimakasih telah menjadi 
partner Indonesia. Sebagai partner maka ada kalanya 
kami dikritik apabila melakukan kesalahan, anda 
memberikan saran, anda mengusulkan solusi dan 
mengatakan hal-hal positif jika Indonesia melakukan 
hal yang benar. Dan secara pribadi saya melihat 
kolaborasi kita menunjukkan hasil yang baik […] Saya 
ingin memberikan jaminan masa depan lingkungan 
yang bersih dan damai kepada cucu saya.’     

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 7 Juni 2013

PT Rokan Adiraya
1°9’57.46”N 100°51’13.14”E
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gambut yang baru saja ditebang habis di dalam 
konsesi kelapa sawit PT Rokan Adiraya Plantation. 
©Ifansasti/Greenpeace
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Hilangnya 
hutan 
Indonesia

  Jalan akses dan fasilitas dalam 
lahan yang baru ditanami dalam 
konsesi kelapa sawit PT Tunggal 
Perkasa Plantation (Astra Agro 
Lestari) di Indragiri Hulu.  
©Jufri/Greenpeace

Menurut peta resmi Kementerian Kehutanan yang 
diberikan kepada Greenpeace pada tahun 2013, 
Indonesia kehilangan setidaknya 1.240.000 hektar 
(ha) hutan dalam periode antara 2009 dan 2011, 
atau setara dengan 620.000ha per tahunnya:1 40% 
dari kehilangan ini terjadi di Sumatra, dimana 
230.000ha terjadi di provinsi, atau seperlima dari 
total deforestasi.

Sektor kelapa sawit adalah pendorong terbesar 
deforestasi pada periode 2009–2011, dimana 
konsesi-konsesi tersebut teridentifikasi 
menyumbang sekitar seperempat (300.000ha) 
dari hilangnya hutan.2

PT Tunggal Perkasa Plantations 
0°17’58.80”S 102°11’3.60”E
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Harapan terakhir
harimau Sumatra

Saat ini, harimau Sumatra diklasifikasikan sebagai 
‘terancam punah secara kritis’ dalam Daftar Merah 
Spesies Terancam punah IUCN – inventarisasi dunia 
paling komprehensif mengenai status konservasi spesies 
alam liar.3 Hanya sekitar 400 harimau Sumatra yang 
hidup di alam liar.4 Harimau adalah spesies indikator 
sebagai tanda vital akan kondisi kesehatan hutan. 
Ketika harimau tidak lagi dapat hidup di dalamnya, maka 
keberlangsungan kehidupan hutan dan spesies lain di 
dalamnya juga turut terancam.

Dahulu harimau dapat ditemui di sebahagian besar 
Sumatra, tetapi ekspansi perkebunan dan penebangan 
kayu telah mengurangi habitat primer dan mendesak 
mereka ke bentang hutan yang terisolasi dan ke sejumlah 
kecil taman nasional. Antara tahun 1985 dan 2011, separuh 
hutan alam Sumatra yang semula seluas 25 juta ha telah 
ditebang.5 Sekitar 80% dari hutan yang hilang tersebut 
merupakan hutan dataran rendah – habitat vital bukan 
hanya untuk harimau Sumatra tapi juga satwa liar lain 
yang terancam punah secara kritis.6 Walaupun harimau 

Sumatra telah ditemukan sampai dengan ketinggian 
3.200m,7 hutan dataran rendah lebih dapat mendukung 
kehidupan harimau.8 Pada tahun 2009, hutan seluas 10,5 
juta ha tersisa sebagai habitat harimau Sumatra;9 walau 
sebagian besar dari wilayah ini adalah dataran tinggi.

Fragmentasi habitat semacam ini sangat buruk bagi 
harimau, yang memerlukan wilayah yang luas  untuk 
bergerak dan berburu;10 serta meningkatkan konflik 
antara harimau dan manusia11 dan menjadikan harimau 
lebih rentan terhadap perburuan liar.12 Fragmentasi 
mengakibatkan fragmentasi lebih lanjut karena 
meningkatnya perumahan penduduk dan pembukaan 
jalan, menjadikan hutan lebih rentan terhadap 
perambahan dan penebangan.13

Antara 2009 dan 2011, 382.000ha habitat harimau telah 
ditebang habis, sebagian besar di antaranya adalah 
hutan dataran rendah.14 Provinsi Riau menyumbang lebih 
dari separuh dari kerusakan ini,15 dan kehilangan 10% dari 
habitat harimaunya dalam dua tahun. 

Kebun Binatang  
Melbourne
Australia 
10 September 2013

  Seekor harimau Sumatra; hanya sekitar 400 ekor tersisa 
di alam liar.  © Greenpeace / Tom  Jefferson
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Hampir duapertiga dari hilangnya habitat harimau 
Sumatra antara 2009 dan 2011 adalah wilayah yang 
diidentifikasi sebagai konsesi perkebunan kelapa sawit 
dan hutan tanaman industri.16 Satu juta hektar di luar 
itu – 10% dari hutan habitat harimau yang tersisa – tetap 
berisiko ditebang habis dalam wilayah konsesi ini sejak 
2011. Banyak dari habitat ini terdiri dari daerah-daerah 
berhutan yang kecil dan terpisah yang penting bagi 
harimau sebagai penghubung antara bentang wilayah 
yang lebih besar.17 Investigasi lapangan dan analisis 
citra satelit juga menunjukkan pembukaan hutan yang 
signifikan secara ilegal di habitat harimau untuk kebun 
kelapa sawit di luar konsesi.18

Kelapa sawit sendiri bertanggung jawab atas hilangnya 
15% habitat harimau. Sebagian besar hutan yang 
ditebang untuk konsesi kelapa sawit di Sumatra dalam 
kurun 2009–2011 merupakan habitat harimau.19 Selama 
lebih dari dua tahun, sektor ini telah membuka hutan 
habitat harimau yang tersisa dalam konsesi mereka.20 
Hampir tigaperempat habitat harimau yang dibuka 
tersebut berada dalam konsesi kelapa sawit di Riau.21

Wilayah deforestasi terbesar dalam habitat harimau 
teridentifikasi berada dalam konsesi yang dipegang 
oleh kelompok perusahaan kelapa sawit Surya Dumai, 
Duta Palma, Incasi Raya Group dan Danitama Makmur. 

Dua dari perusahaan ini – Surya Dumai dan Duta Palma 
– adalah anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil 
(RSPO).22

Sementara hampir duapertiga 23 dari hutan habitat 
harimau tersisa di Sumatra pada tahun 2011 dilindungi, 
dimana sebagian kecil di antaranya adalah hutan dataran 
rendah yang merupakan habitat utama harimau. 

Sektor perkebunan 
mendorong pembukaan
habitat harimau Sumatra 

  Petak-petak hutan habitat harimau yang tersisa di sebagian 
besar wilayah Taman Nasional Tesso Nilo. Saat ini, kurang 
dari seperempat dari kawasan ini masih berhutan, dengan 
perkebunan kelapa sawit ilegal menempati sebagian besar 
lahan yang telah terdeforestasi.©Jufri/Greenpeace

Taman Nasional Tesso Nilo 
0°11’52.80”S 101°50’30.00”E
4 Mei 2013

  Seekor harimau 
kehilangan 
bagian bawah 
dari salah 
satu kakinya 
di Taman 
Nasional Tesso 
Nilo. ©WWF-
Indonesia/Tiger 
Research Team

Taman Nasional 
Tesso Nilo
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Apakah RSPO?
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dibentuk 
pada tahun 2004 untuk mempromosikan penggunaan 
minyak kelapa sawit berkelanjutan melalui standar-
standar global yang kredibel dan melibatkan 
para pihak.24 Asosiasi ini bersifat sukarela yang 
beranggotakan produsen, pengolah dan pedagang 
kelapa sawit, produsen barang konsumen dan 
organisasi lainnya. Sekitar 40% dari produsen minyak 
kelapa sawit global merupakan anggota RSPO;25 
sampai dengan akhir 2012, 15% dari minyak kelapa 
sawit telah tersertifikasi RSPO.26

RSPO adalah organisasi terbesar dalam sektor kelapa 
sawit berkelanjutan, tapi standar-standar mereka tidak 
melarang deforestasi atau pembukaan lahan gambut 
untuk keperluan perkebunan.

Orangutan juga terkena 
risiko kerusakan hutan 
Sementara perkebunan mengancam habitat 
harimau di Sumatra, situasi serupa juga terjadi 
pada orangutan di Sumatra dan Kalimantan. 
Semua orangutan terancam punah – dan orangutan 
Sumatra terancam punah secara kritis.27 Kerusakan 
habitat paling akut terjadi di Kalimantan, dimana 
141.000ha hutan habitat orangutan ditebangi habis 
antara tahun 2009 dan 2011. Lebih dari sepertiga 
dari pembukaan hutan ini berada dalam wilayah izin 
konsesi perkebunan kelapa sawit.28 

Rencana aksi untuk orangutan dari Kementerian 
Kehutanan tahun 2007–2017 29 lebih tegas daripada 
rencana aksi untuk harimau Sumatra 30 dalam 
rekomendasinya akan tindakan yang diperlukan, 
termasuk ‘Melarang konversi habitat orangutan 
menjadi penggunaan lain’ dan ‘Mendorong 
penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan 
dalam habitat orangutan’.31

Walau demikian, tidak terdapat kemauan politis 
untuk menegakkan rencana aksi ini pada tingkat 
pemerintahan manapun yang terlibat dalam 
pengembangan penggunaan lahan atau rencana tata 
ruang atau dalam alokasi izin konsesi. Banyak habitat 
orangutan terletak dalam konsesi yang ada.

 OIC (Orangutan Information Centre) mengevakuasi induk dan 
anak Orangutan dari sepetak hutan yang telah ditebang untuk 
perkebunan kelapa sawit PT Mestika Prima Lestari Indah di 
kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Keduanya direkolasi 
dengan aman ke Ekosistem Leuser, tapi masih banyak orangutan 
yang berisiko akibat ekspansi kelapa sawit di kawasan kritis ini. 
©Orangutan Information Centre

  Pengangkutan buah kelapa sawit dengan truk dari PT Inti 
Indosawit Subur, milik perkebunan kelapa sawit milik Asian Agri, 
divisi kelapa sawit dari grup RGE. Investigasi WWF baru-baru 
ini mendokumentasi perdagangan dari perkebunan kelapa 
sawit ilegal di dalam Taman Nasional Tesso Nilo ke pabrik PT Inti 
Indosawit Subur mill yang bersertifikat RSPO. ©Jufri/Greenpeace

PT Inti Indosawit Subur
Riau

PT Mestika Prima Lestari Indah
4°10’57.60”N 97°49’44.40”E
30 September 2013
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  Seorang petugas 
kehutanan memegang 
jerat baja temuannya 
yang biasa digunakan 
sebagai jebakan 
sederhana untuk 
menjerat satwa liar. 
©Priananda/Greenpeace

Fragmentasi hutan  
buruk bagi harimau 
Harimau memerlukan wilayah hutan yang luas 
dengan minim gangguan, serta koridor satwa liar 
untuk menghubungkan populasi yang berbeda. 
Survei bentangan konservasi harimau baru-baru ini di 
seantero Sumatra menunjukkan bahwa habitat yang 
terfragmentasi untuk perkebunan atau pembangunan 
jalan, kecil kemungkinan ditemukan harimau.32

Harimau juga kecil kemungkinannya di temukan di 
wilayah hutan yang baru dibuka. Di bentang alam 
harimau di Riau bagian utara terjadi  laju deforestasi 
rata-rata hampir 10% per tahunnya dan okupansi 
harimau yang sangat rendah. Para pakar berpendapat 
bahwa ‘mempertahankan keutuhan hutan adalah 
sangat penting bagi kelangsungan hidup harimau 
dalam jangka panjang … menghentikan fragmentasi 
dan memperbesar kesempatan bagi penyebaran 
harimau di area-area  hutan yang tersisa akan menjadi 
suatu pencapaian yang besar’.33

Salah satu dampak paling serius dari meningkatnya 
fragmentasi habitat harimau adalah perburuan liar dan 
meningkatnya konflik manusia-harimau. Laju deforestasi 
yang pesat, pertumbuhan populasi penduduk  dan 
pembangunan ekonomi di dalam dan sekitar habitat 
harimau Sumatra memaksa harimau meningkatkan 
kontaknya dengan manusia.34 Harimau meninggalkan 
hutan yang makin sempit untuk mencari makanan, 
seringkali memangsa ternak,35 atau melintasi wilayah 
yang berpenduduk untuk mencapai area hutan lainnya. 
Konflik diketahui terjadi dalam dan sekitar perkebunan 
kelapa sawit; contohnya, pada Februari 2013 seekor 
harimau di Jambi melukai dua pekerja perkebunan kelapa 
sawit PT Dasa Anugerah Sejati.36

Konflik harimau-manusia adalah bahaya yang serius 
bagi harimau dan manusia. Antara tahun 1998 dan 
2011, tercatat 638 konflik harimau-manusia yang 
terjadi di Sumatra,37 dimana harimau menyebabkan 
kematian 72 orang dan melukai lebih dari 63 orang.38 
Kejadian konflik dan korban jiwa sangat banyak terjadi 
di Riau.39 Konflik ini mengakibatkan kematian 59 ekor 
harimau 40 – kehilangan yang cukup besar mengingat 
bahwa hanya ada sekitar 400 ekor harimau Sumatra 
yang tersisa hidup di alam liar.41 

Harimau juga sangat terancam oleh perburuan 
liar yang memasok bagian-bagian tubuh 
harimau ke pasar internasional.42 Jumlahnya sulit 
untuk ditentukan tapi sebuah studi tahun 2004 
memperkirakan 253 ekor harimau dibunuh atau 
dijerat hidup-hidup antara tahun 1998 dan 2002.43 
Investigasi menemukan bagian tubuh harimau dijual 
bebas di kota-kota di Sumatra.44 Kehilangan habitat 
dan fragmentasi meningkatkan kerentanan harimau 
terhadap perburuan liar karena meningkatnya akses 
manusia terhadap habitat harimau.45

Aksi segera sangat diperlukan untuk menghentikan 
fragmentasi dan untuk menghubungkan kembali 
petak-petak habitat menjadi wilayah yang lebih besar 
dan mampu untuk mendukung pembiakan populasi 
harimau. Tanpa hal tersebut, keberlanjutan populasi 
harimau tidak dapat dipertahankan dikarenakan 
di sebagian besar wilayah habitat harimau saat ini 
mengalami pembangunan industrial.46 Harimau dapat 
sama sekali hilang dari dataran rendah Sumatra. 
Sekalipun harimau mampu bertahan hidup di wilayah 
pegunungan namun tetap berisiko kecuali hubungan 
antar bentang-bentang alam dapat dipertahankan 
untuk mencegah populasi yang terisolasi menjadi 
pembiakan tertutup (inbreeding).47
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Kerusakan hutan habitat harimau akibat
sektor perkebunan melemahkan komitmen
Indonesia di dunia internasional tentang
konservasi dan iklim 

Pada tahun 2010, Indonesia berkomitmen untuk 
menggandakan angka populasi harimau pada tahun 
2022 sebagai bagian dari Deklarasi St. Petersburg, 
inistiatif bersama negara-negara yang memiliki habitat 
harimau.48 Kesepakatan ini termasuk:

• memastikan semua pembangunan dalam bentang 
alam konservasi harimau ‘kompatibel bagi harimau 
dan keanekaragaman hayati’; 

• melindungi atau merehabilitasi koridor  
antar bentang alam ini;

• mengarusutamakan konservasi keanekaragaman 
hayati ke dalam proses perencanaan dan 
pembangunan dalam habitat harimau.

Komitmen ini didukung oleh Rencana Nasional 
Pemulihan Harimau 2010, yang di dalamnya terdapat 
beberapa target spesifik, termasuk menciptakan dan 
menerapkan ‘basis legal untuk melindungi habitat 
harimau di luar kawasan lindung’.49

Pada tahun 2009, Presiden Yudhoyono berkomitmen 
untuk mengurangi emisi gas rumahkaca sebesar 26% 
pada tahun 2020 50 dibandingkan dengan proyeksi 
‘business as usual’, sebagian besar melalui usaha-
usaha untuk mengatasi deforestasi dan degradasi 
lahan gambut.51 Pada tahun 2010, Indonesia menjalin 

kerjasama REDD+ dengan Norwegia dengan 
penandatanganan Surat Niat (Letter of Intent) yang 
bervisi, diantara agenda reformasi penting lainnya, 
berupa penerapan moratorium izin konsesi baru dalam 
lahan berhutan selama dua tahun.52

Pada bulan Mei 2011, Presiden Yudhoyono 
memberlakukan moratorium izin baru pada hutan 
primer dan lahan gambut.53 Pada tahun 2013 
moratorium ini diperbaharui untuk dua tahun ke 
depan.54 Tidak dipungkiri moratorium ini merupakan 
langkah yang penting, tetapi pada praktiknya 
sebagian besar dari hutan primer yang tercakup telah 
dilindungi secara legal; dan sisanya sebagian besar 
tidak dapat diakses dan tidak berada dalam ancaman 
pembangunan secara langsung. Selanjutnya, 50% 
dari hutan primer yang tersisa dan lahan gambut 
di Indonesia tidak terlindungi karena berada dalam 
konsesi yang telah keluarkan; wilayah lain dari 
hutan dengan nilai karbon tinggi tidak termasuk 
dalam moratorium, karena diklasifikasikan sebagai 
hutan sekunder (bukan primer) oleh Kementerian 
Kehutanan.55 Padahal hutan ini tidak hanya penting bagi 
iklim, namun juga kritis untuk kehidupan satwa liar.56

Bukti pemetaan menunjukkan sejauh mana sektor 
perkebunan menganggap remeh komitmen Pemerintah 
Indonesia terhadap perlindungan kehidupan satwa liar 
dan iklim dengan terus merusak hutan dan lahan gambut.

Riau
31 Agustus 2008

  Perkebunan kayu 
pulp eucalyptus yang 
bersebelahan dengan 
hutan alam di sebelah 
timur Pekanbaru. 
©Greenpeace/Beltra
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Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas 
rumahkaca dan melindungi habitat kehidupan liar 
berdampingan secara tidak serasi dengan Master Plan 
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia (MP3EI).57 Rencana ini mencanangkan 
pembukaan ribuan hektar hutan di Sumatra, Kalimantan 
dan Papua atas nama ekspansi ekonomi untuk kelapa 
sawit, tambang dan sektor lainnya; tidak diperhitungkan 
perlunya merekonsiliasi strategi pertumbuhan ekonomi 
dengan perlindungan hutan dan lahan gambut. 

Sebagai hasil dari prioritas yang bertentangan ini, para 
penyelenggara negara kesulitan untuk menerapkan 
undang-undang dan kebijakan yang relevan.

Kementerian Kehutanan bertanggung jawab untuk 
perlindungan hutan dan juga eksploitasi sektor 
kehutanan. Ini berarti ia memegang kedua peran dalam 
kaitannya dengan perusahaan yang bergerak di sektor 
kehutanan dan kepatuhan mereka untuk melindungi dan 
memperluas habitat harimau. Di satu pihak Kementerian 
mengeluarkan komitmen untuk melindungi dan 
memperluas habitat harimau, contohnya melalui ‘Strategi 
konservasi dan rencana aksi untuk harimau Sumatra’ 
tahun 2007.58  Di pihak lainnya, Kementerian Kehutanan 
adalah badan yang mengeluarkan izin untuk konsesi 
hutan melalui Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan. 
Selain memberikan konsesi tebang pilih dan konsesi 
HTI, Direktorat ini mengeluarkan banyak wilayah Hutan 
Produksi – wilayah yang dizonasi untuk eksploitasi sektor 
kehutanan – untuk ditebang habis dan dikonversi menjadi 
perkebunan kelapa sawit atau komoditas lainnya. 

Ketika tujuan-tujuan ini bertentangan, Kementerian 
Kehutanan biasanya gagal dalam komitmennya untuk 
melindungi hutan dan lahan gambut, termasuk habitat 
kehidupan liar yang dilindungi, karena memberi prioritas 
pada konversi hutan untuk pembangunan industri.

Pada saat yang sama, Kementerian Pertanian adalah 
lembaga yang mengeluarkan izin konsesi dan izin 
lainnya untuk perkebunan komoditas pertanian seperti 
kelapa sawit – dan dalam prosesnya menghilangkan 
habitat harimau. Komitmen Kementerian Pertanian59 
untuk mengkaji semua konsesi kelapa sawit pada 
tahun 2014 memberikan kesempatan penting untuk 

mengintegrasikan kebijakan lingkungan dan ekonomi 
pada tingkat nasional. Menggabungkan kedua visi 
kebijakan menjadi satu rencana penerapan yang efektif 
perlu memperhatikan pemikiran akan bentang alam 
yang lebih luas dan bukan semata-mata untuk tujuan 
pembangunan sesaat. Namun demikian, belum terlihat 
adanya konsistensi dari komitmen para menteri terhadap 
kebijakan tersebut. 

Para pejabat di provinsi makin memperburuk masalah 
ini . Mereka bertanggung jawab tidak hanya untuk 
mengeluarkan izin, tapi juga mengembangkan rencana 
tata ruang dan penggunaan lahan bagi daerah mereka. 
Tidak mengherankan, pertumbuhan industri ekonomi 
dikejar tanpa rencana pada tingkat bentang alam yang 
efektif untuk memastikan perlindungan hutan, lahan 
gambut dan habitat kehidupan liar. Salah satu kasus 
adalah kontroversi seputar rencana tata ruang wilayah 
provinsi Aceh:60 Provinsi ini memiliki habitat penting bagi 
harimau dan orangutan Sumatra, namun pemerintah 
provinsi tidak bersedia membagi data dan rencana 
penggunaan lahan secara rinci, dan tampak lebih 
mengutamakan konversi hutan dan pembangunan jalan, 
yang akan makin memfragmentasi habitat harimau dan 
orangutan yang rentan. 

Sebagai konsekuensinya, sekalipun Presiden Yudhoyono 
memiliki komitmen lingkungan yang kuat pada tingkat 
internasional – termasuk kesepakatan REDD yang 
bersejarah dengan Norwegia pada tahun 2010 – 
beliau tidak berhasil memastikan pemerintahannya 
mewujudkan hal tersebut.

Usaha-usaha konservasi di Indonesia menghadapi 
kendala korupsi yang meluas di semua tingkat 
pemerintahan. Penilaian risiko dalam sektor kehutanan 
Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
pada tahun 2010 menemukan sejumlah masalah dari 
tingkat nasional sampai daerah, termasuk kapasitas 
dan integritas yang rendah dari badan pengelola hutan. 
Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa pada ‘semua 
kegiatan dalam zona hutan terdapat risiko korupsi yang 
sangat tinggi’ dan ‘Pejabat dan PNS dapat … secara aktif 
menyalahgunakan posisi mereka dalam menentukan izin 
konsesi kehutanan’.61 Pada Juni 2013, gubernur Riau Rusli 
Zainal ditahan oleh KPK karena dugaan keterlibatannya 
dalam korupsi alokasi izin kehutanan, termasuk 
‘penyalahgunaan kewenangannya dalam menyetujui 
rencana kerja tahunan dari sejumlah perusahaan 
swasta’.62 Ia adalah pejabat pemerintah Riau keenam 
yang dituduh terlibat korupsi di bidang kehutanan oleh 
KPK – kelima orang lainnya saat ini telah dipenjarakan.63

Prioritas pemerintah 
yang bertentangan

  Direktur Eksekutif 
Greenpeace Internasional 
Kumi Naidoo bertemu 
dengan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono di 
atas kapal Greenpeace, 
Rainbow Warrior.   
©Rante/Greenpeace

  Sebuah sungai yang 
membelah hutan 
Taman Nasional Tesso 
Nilo.©Jufri/Greenpeace

Jakarta
7 Juni 2013
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‘ Saya tidak mau nanti harus 
menjelaskan kepada cucu 
saya Almira bahwa kami, 
di masa kami, tidak dapat 
menyelamatkan hutan 
dan masyarakat yang 
bergantung padanya.’  
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 27 September 2011

Taman Nasional Tesso Nilo
0°12’3”S 101°55’22.21”E
4 Mei 2013
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PT Raja Garuda Mas Sejati
0°19’7”N 101°37’35”E
29 Juni 2013
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Target ekspansi perkebunan 

Studi kasus

1.  Hilangnya habitat 
harimau menjadikan 
Riau rentan kebakaran

Laju kehilangan hutan tercepat di Sumatra belakangan ini 
terjadi di Riau. Pada tahun 1985, tutupan hutan di Riau lebih 
dari tigaperempat wilayahnya, atau sekitar 7 juta ha.64 Pada 
tahun 2011, lebih dari duapertiganya telah dibuka.65

Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit 
terbesar di dunia.66 Riau adalah produsen terbesar 
di Indonesia, atau sekitar seperlima wilayah 
perkebunan kelapa sawit nasional 67 dan duaperlima 
ekspor pada tahun 2012.68 Dumai adalah pusat 
perdagangan minyak kelapa sawit internasional; 
pedagang seperti Asian Agri, Musim Mas dan Cargill 

beroperasi di pelabuhan utama kota ini dan Wilmar 
beroperasi di fasilitas pelabuhan mereka sendiri di 
Dumai-Pelintung.69

Indonesia juga merupakan produsen terbesar pulp dan 
kertas, dimana dua produsen pulp terbesar dunia – Asia 
Pulp & Paper (APP) dan APRIL – berpusat di provinsi ini. 

Riau

Pelabuhan Dumai
Riau
11 Desember 2011

  Asap 
membumbung 
dari lahan gambut 
yang membara 
di kawasan PT 
Raja Garuda Mas 
Sejati.©Ifansasti/
Greenpeace

  Dumai adalah 
pelabuhan ekspor 
minyak kelapa 
sawit terbesar 
di Indonesia, 
yaitu sekitar 
40% dari volume 
perdagangan.  
©Aslund/
Greenpeace

  Truk bermuatan TBS 
melintas menembus kabut 
asap di Kabupaten Rokan 
Hilir. ©Ifansasti/Greenpeace



14

Riau

Habitat harimau yang
terancam di dalam
konsesi-konsesi  yang
telah memiliki ijin 

  Hutan habitat harimau 2011

 Deforestasi 2009-2011

 Habitat harimau

  Konsesi-konsesi 
HTI 
Perkebunan Kelapa Sawit 
Tambang Batubara 
HPH

Skala 20m 50km
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Mengancam
harimau dan 
lahan gambut 

  Hutan Rawa Gambut Kerumutan yang membentang seluas 
1,3 juta hektar adalah bentang alam yang telah ditetapkan 
sebagai salah satu prioritas bentang alam regional untuk 
konservasi harimau. ©Greenpeace 

  Tonggak-tonggak pohon yang terbakar di hutan gambut 
habitat harimau yang baru saja ditebang habis. Saksi setempat 
mengatakan bahwa wilayah itu dibuka oleh perusahaan kelapa 
sawit PT Palma Satu (Duta Palma Group) yang letak konsesinya 
berdekatan. Wilayah ini termasuk dalam moratorium yang 
ditetapkan pemerintah Indonesia. Duta Palma baru-baru ini 
dikeluarkan dari RSPO. ©Jufri/Greenpeace

Dominasi Riau dalam sektor perkebunan Indonesia 
dibayar dengan mengorbankan harimau, dengan 
cara menggusur wilayah hutan dataran rendah dan 
lahan gambut demi perkebunan. Provinsi ini, dengan 
sumberdaya hutan dataran rendah yang kritis, pada 
tahun 2009 memiliki sekitar seperlima dari hutan habitat 
harimau yang tersisa,70 namun hanya kurang dari 
sepertiganya71 terlindungi. Pada kenyataannya, lebih 
dari separuhnya adalah hutan yang dapat dikonversi 
dan hutan produksi,72 atau zona yang tersedia untuk HTI 
dan perkebunan kelapa sawit yang sebagian besar telah 
dialokasikan.

Dalam hanya dua tahun, antara 2009 dan 2011, 10% dari 
hutan habitat harimau di Riau telah rusak. Kerusakan 
habitat terbanyak terjadi di dalam konsesi kelapa sawit; 
hampir 90% dari semua hutan yang ditebang habis 
dalam konsesi kelapa sawit di Riau antara 2009 dan 2011 
adalah habitat harimau.73 Dari 150.000 ha habitat harimau 
dalam konsesi kelapa sawit pada tahun 2009, hampir 
30% telah ditebang habis pada tahun 2011.74

Banyak deforestasi terjadi pada lahan gambut; pada 
tahun 2011, hanya sepertiga lahan gambut Riau seluas 
4 juta ha masih berhutan.75 Lahan gambut bukan hanya 
habitat penting bagi harimau, tapi juga salah satu 
simpanan karbon terkaya dunia. Riau diperkirakan 
memiliki 40% simpanan karbon dari lahan gambut 
Indonesia,76 atau setara dengan emisi gas rumahkaca 
global selama satu tahun,77 dengan kedalaman gambut 
sampai dengan 14 meter atau lebih di beberapa lokasi.78

Hutan Rawa Gambut Kerumutan 
0°13’26”S 102°52’43”E
28 April 2010

Area yang berdekatan dengan PT Palma Satu
0°31’30.15”S 102°41’49.77”E
7 Mei 2013
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Penyebab kebakaran, 
kabut asap dan 
emisi karbon

  Seorang perempuan di Dumai 
menggunakan masker untuk 
melindungi dirinya dari polusi udara 
yang diakibatkan oleh kebakaran hutan 
yang hebat. ©Ifansasti/Greenpeace

  Api melalap cabang pohon kering 
dalam lahan gambut yang baru saja 
ditebang habis di dalam konsesi kelapa 
sawit PT Rokan Adiraya Plantation.  
©Ifansasti/Greenpeace

Pengeringan lahan gambut dalam perkebunan dilakukan 
untuk menyediakan kondisi yang cocok bagi kelapa 
sawit. Keadaan ini menyebabkan lepasnya emisi karbon 
yang cukup besar – melalui dekomposisi secara lambat 
atau secara pesat karena gambut yang kering menjadi 
rentan terhadap kebakaran yang disengaja atau tidak. 
85% dari emisi gas rumahkaca Indonesia berasal 
dari kegiatan penggunaan lahan, sekitar separuhnya 
berkaitan dengan lahan gambut.79

Kerusakan hutan Riau tidak hanya merugikan harimau; 
tapi juga bencana bagi iklim global. Lebih jelasnya, 
dampak kebakaran pada kesehatan dan keberlangsungan 
hidup masyarakat setempat sangat buruk. 

Dampak sektor perkebunan pada iklim global sangat 
jelas. Kebakaran yang meluas di Riau pada bulan Juni 
2013, yang mengakibatkan kabut asap yang meluas 
sampai ke Thailand, adalah pertanda paling dramatis 
dari emisi yang meningkat pesat dari perusakan lahan 
gambut Indonesia. Tapi mengatasi kebakaran gambut 
tidak menghentikan terus terjadinya emisi yang tak 
terlihat sebagai akibat pengeringan dan dekomposisi 
gambut akibat pengembangan perkebunan. Mengatasi 
kebakaran juga tidak akan mengembalikan hutan yang 
sehat bagi harimau sebagai hutan hak mereka.

Dumai
23 Juni 2013

PT Rokan Adiraya
1°9’57.46”N 100°51’13.14”E
24 Juni 2013



17

2. PT Rokan Adiraya

Latar belakang konsesi:
PT Rokan Adiraya (PT RAR) adalah konsesi kelapa sawit 
seluas 10.000ha di bagian utara Riau. 

Analisis pemetaan dan 
investigasi lapangan:
Konsesi ini terletak persis dalam Bentang Alam 
Konservasi Harimau (Tiger Conservation Landscape, 
TCL) – wilayah ekosistem yang diidentifikasi memiliki 
kepentingan internasional yang merupakan habitat 
harimau bernilai tinggi.80 Di dalam konsesi terdapat hutan 
lebat habitat harimau pada lahan gambut; sementara 
menanam pada lahan gambut dalam lebih dari 3 meter 
adalah ilegal, peta-peta yang ada mengindikasikan 
bahwa di beberapa tempat gambutnya mencapai 
kedalaman 4 meter.81 Lebih dari separuh dari hutan 
habitat harimau seluas 4.400ha yang tersisa dalam 
konsesi pada tahun 2009 telah ditebang habis pada 
tahun 2011.82

Data FORMA yang tersedia pada Global Forest Watch 
menunjukkan bahwa pembukaan hutan skala besar 
dalam konsesi PT RAR terus berlanjut sampai Mei 2013.83

Bulan Juni 2013, tercatat 151 hotspot kebakaran 
dalam konsesi.84

Analsis satelit CIFOR85 menunjukkan bekas kebakaran  
wilayah yang luas yang masih berhutan dalam konsesi PT 
RAR sejak tahun 2011; data FORMA menunjukkan bahwa 
hampir semua wilayah yang terbakar telah ditebang 
habis pada periode 2011-2013 dan analisis CIFOR 
mengaitkannya dengan pembangunan industri.

Investigasi lapangan Greenpeace pada bulan Juni 2013 
mendokumentasi sebuah ekskavator tetap melanjutkan 
konstruksi kanal drainase pada lahan gambut dalam 
konsesi walau di sekitarnya terjadi kebakaran. 

Perkebunan kelapa sawit dalam konsesi ini baru dimulai 
beberapa tahun belakangan ini. Greenpeace belum 
mengidentifikasi perdagangan dari konsesi ini ke pabrik-
pabrik CPO (minyak kelapa sawit). Konsesi ini adalah 
indikasi masalah yang dihadapi sektor ini, termasuk 
untuk perusahaan-perusahaan seperti Wilmar yang 
sangat bergantung pada pasokan pihak ketiga.

Pada bulan Oktober 2013, Greenpeace 
menginformasikan perusahaan ini akan temuannya 
yang berkaitan dengan PT RAR.

Deforestasi dan lahan gambut
habitat harimau yang terbakar 

Peta 
Rokan Adiraya

 PT Rokan Adiraya

 Konsesi

 Hutan habitat harimau 2011

 Deforestasi 2009-2011

  Titik api kebakaran  
Januari-Juni 2013

Lahan gambut

 0-2m  

 2-4m  
 >4m Scale10km 10mSkala
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3. PT Jatim Jaya Perkasa

Latar belakang konsesi:
PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP) adalah anggota 
RSPO.86 PT JJP saat ini dimiliki oleh Ganda Group,87 
setelah dilaporkan dijual oleh Wilmar pada tahun 2005.88  
Hubungan kedua kelompok perusahaan ini cukup dekat.89

Analisis pemetaan dan 
investigasi lapangan:
Peta batas konsesi yang diberikan ke RSPO oleh 
perusahaan90 menunjukkan bahwa konsesi PT Jatim Jaya 
Perkasa mencapai sekitar 12.500ha. Seluruh wilayah 
konsesi ini pada awalnya merupakan habitat harimau 
walaupun tidak ada hutan yang tersisa pada tahun 2013; 
pada kenyataannya, konsesi ini hampir seluruhnya 
ditebangi pada saat dijual oleh Wilmar.91 Seluruh konsesi 
terpetakan sebagai lahan gambut, sebagian besar 
di antaranya gambut yang sangat dalam (lebih dari 4 
meter).92 Menanam pada lahan gambut di atas 3 meter 
adalah ilegal.93 Sekalipun tidak ada peta lahan gambut 
yang definitif, status perlindungan legal dari lahan 
gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter diakui 
dalam pedoman Indonesia untuk mengklasifikasi wilayah 
bernilai konservasi tinggi (high conservation value, HCV).94 
Ini berarti pembangunan perkebunan pada wilayah ini 
melanggar standar-standar RSPO, yang mensyaratkan 
kepatuhan legal dan perlindungan wilayah-wilayah HCV.95

Pada bulan Juni 2013, tercatat 75 hotspot kebakaran 
dalam wilayah konsesi yang sedang dibangun 
bersebelahan dengan wilayah perkebunan yang 
sudah ada.96 Analisis Landsat sejak awal Agustus2013 
menunjukkan bahwa bekas kebakaran dalam konsesi 
mencapai hampir 1000ha, utamanya berada pada dua 
lokasi yang keduanya merupakan gambut sangat dalam.97

Setelah mengikuti liputan mengenai kebakaran pada 
bulan Juni 2013, eksekutif RSPO mengambil langkah 
tak biasa dengan melancarkan komplain mereka sendiri 
terhadap PT JJP.98

Informasi rahasia yang diperoleh Greenpeace 
mengindikasikan bahwa kelapa sawit dari perkebunan 
Ganda, termasuk PT JJP, diproses oleh Wilmar dan 
diperdagangkan ke pasar global.

Wilmar menyatakan pada bulan Juli: ‘Sebagai respon 
dari kabut asap baru-baru ini … kami akan memutuskan 
hubungan dengan pemasok manapun yang diketahui 
melanggar hukum mengenai pembakaran hutan. Ini 
adalah pembuktian upaya yang tegas dari kami untuk 
mempengaruhi industri.’ 99 

Pada bulan Oktober 2013, Greenpeace memberi 
informasi kepada Wilmar dan Ganda mengenai 
temuan-temuan yang berkaitan dengan PT JJP. 
Wilmar merespon dengan mengatakan bahwa 

Membakar dan membangun
pada lahan gambut dalam
yang dilindungi

 Bekas terbakar pada bulan Agustus 2013

 Konsesi

Lahan gambut

 0-2m  

 2-4m  
 >4m

PT Jatim Jaya
konsesi

Skala 5km
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   Pekerja PT Jatim Jaya Perkasa menggunakan alat berat untuk  
menyingkirkan kerusakan akibat kebakaran dalam konsesi. 
©Tambunan/Greenpeace

PT Jatim Jaya Perkasa
1°55’55.41”N 100°49’33.19”E
17 September 2013

kasus tersebut ternyata merupakan ‘kelalaian’ dan 
kesalahan pengelolaan lahan gambut dan bukan 
merupakan pembakaran yang disengaja.100 Jelas dari 
surat yang dilayangkan, perusahaan ini tidak atau 
hanya melakukan sedikit usaha untuk menjalankan 
investigasi mengenai penyebab kebakaran dalam 
konsesi pemasoknya. Perusahaan malah bergantung 
kepada pihak lain, seperti RSPO, untuk membuktikan 
tanggung jawab pemasok. Tidak disebutkan adanya 
kontrak yang dibatalkan. Surat tersebut juga tidak 

mengomentari mengenai bukti bahwa sebagian besar 
konsesi berada pada gambut dalam dan dengan 
demikian secara hukum tidak diperbolehkan untuk 
pengembangan perkebunan kelapa sawit. 

Investigasi Greenpeace menunjukkan bahwa Wilmar 
memprioritaskan perdagangan di atas rantai pasokan 
yang legal dan bertanggung jawab atas kegagalannya 
untuk meminta pertanggung jawaban terhadap dampak 
operasi yang lalai.  
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4.  APRIL adalah 
pendorong deforestasi 
terbesar untuk pulp   Tumpukan kayu alam yang berasal dari hutan 

lahan gambut di dalam konsesi kayu pulp PT 
RAPP di semenanjung Kampar.  
©Ifansasti/Greenpeace

Hampir separuh101 deforestasi habitat harimau 
Sumatra antara 2009-2011 berada dalam konsesi 
pulp. Grup Asia-Pacific Resources International Ltd 
(APRIL) dan konsesi afiliasinya102 bertanggung jawab 
atas seperenam dari hilangnya hutan habitat harimau 
periode tersebut.103

Pesaing utama APRIL, Asia Pulp and Paper (APP), 
dan kelompok perkebunan asosiasinya Sinarmas 
Forestry, bertanggung jawab akan jumlah deforestasi 
serupa akan habitat harimau dalam periode 2009-
2011.104 Namun pada bulan Februari 2013 APP 
memberlakukan kebijakan konservasi hutan termasuk 
di dalamnya segera dihentikannya penebangan 
habis hutan hujan di seluruh rantai pasokannya 
di Indonesia;105 indikasi awal menunjukkan bahwa 
perusahaan melakukan usaha serius untuk mematuhi 
komitmennya, dan jika usaha ini dipertahankan 
dampak dari kelompok ini akan menjadi minimal.

Di pihak lain, APRIL terus bergantung pada 
penggundulan hutan untuk memenuhi kebutuhan pabrik 
mereka. Data pemerintah terakhir mengungkapkan 
bahwa lebih dari separuh dari serat yang dipasok ke 
pabrik Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) milik APRIL 
adalah kayu hutan hujan.106 Pada tahun 2012, APRIL 
berencana untuk membuka sekitar 60.000 hektar hutan 
hujan107 – wilayah yang hampir seluas Singapura – untuk 
mendukung produksi pabrik tersebut.

Analisis citra satelit dari tiga konsesi yang berafiliasi 
dengan APRIL di Semenanjung Kampar, bagian 
dari Tiger Conservation Landscape/TCL prioritas 
di wilayah Kampar-Kerumutan yang lebih luas, 
menunjukkan bahwa deforestasi habitat harimau 
berlanjut pada tahun 2013. Ketiga konsesi ini, dua 
merupakan milik PT Riau Andalan Pulp and Paper 
dan yang ketiga milik PT Uniserya, membentang di 

wilayah seluas 163.000ha. Lebih dari separuh wilayah 
ini masih berhutan pada tahun 2009; seluruh wilayah 
konsesi dipetakan sebagai habitat harimau dan lahan 
gambut, sebagian besar gambut dalam (>4m) Gambut 
dengan kedalaman lebih dari 3 meter dilindungi 
dengan Keputusan Presiden.108

Pada ketiga konsesi ini, wilayah seluas 39.000ha 
ditebang habis dalam periode antara tahun 2009-2013 
– seperempat dari total wilayah mereka. Sebagian 
besar dari wilayah yang dibuka ini adalah hutan rawa 
sekunder, tapi juga termasuk di antaranya lebih dari 
2.000ha hutan rawa primer dalam konsesi Uniserya.109

APRIL adalah bagian dari kelompok Royal Golden 
Eagle (RGE), yang dikendalikan oleh taipan Sukanto 
Tanoto.110 Selain APRIL, sejak tahun 2006 Tanoto juga 
terlibat dalam deforestasi besar untuk pulp melalui 
Toba Pulp Lestari111 dan untuk perkebunan kelapa 
sawit melalui Asian Agri.112 Tanoto, melalui kerajaan 
bisnisnya, menyandang predikat yang diidentifikasi 
oleh Greenpeace sebagai pendorong deforestasi 
tunggal terbesar di dunia.

Di seluruh usahanya, Tanoto seharusnya mengikuti 
contoh perusahaan pulp dan kelapa sawit progresif 
dan memberlakukan kebijakan konservasi hutan 
yang memastikan operasi perusahaan tidak 
meninggalkan jejak deforestasi; ini harus dimulai 
segera dengan moratorium pada pembukaan hutan 
dan pengembangan lahan gambut lebih lanjut oleh 
perusahaan dan para pemasoknya.

Di sepanjang tahun 2013 Greenpeace telah memberi 
informasi kepada APRIL mengenai operasi mereka, baik 
secara langsung maupun melalui organisasi dimana 
mereka merupakan anggota, termasuk World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD).

PT Riau Pulp & Paper
0°18’37.59”N 102°41’48.26”E
6 Juli 2013
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  Pabrik pulp 
PT RAPP milik 
APRIL yang 
merupakan 
bagian dari 
divisi kayu 
pulp kelompok 
RGE.©Beltra/
Greenpeace

PT Riau Pulp & Paper
Riau
28 Agustus 2008

Konsesi APRIL pada lahangambut
dalam yang dilindungi

Deforestasi habitat harimau di
dalam konsesi-konsesi APRIL

APRIL 
konsesi

Lahan gambut  

 0-2m  
 2-4m  
 >4m 

 APRIL - konsesi-konsesi yang terkait

 Hutan habitat harimau 2011

  Deforestasi 2009-2011  
(hanya di dalam konsesi)

 APRIL - konsesi-konsesi yang terkait

20km 20mSkala

20km 20mSkala
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  Pengembangan 
perkebunan 
kelapa sawit skala 
kecil di kompleks 
hutan Tesso 
Nilo. Dengan 
pengecualian 
terbatas, kegiatan 
ini adalah ilegal. 
©Jufri/Greenpeace

Kompleks Hutan Tesso Nilo
0°12’47.40”S 101°48’30.61”E
4 Mei 2013

Deforestasi pada Taman
nasional dan bentang alam
konservasi harimau yang penting

  Hutan 2013 (hanya di dalam batas-batas  
hutan yang kompleks) 

 Deforestasi 2003-2013

 Bekas terbakar pada bulan Juli 2013

 Konsesi-konsesi Batas Taman nasional

Tesso Nilo

Skala 20km 20 miles
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5. Kompleks Hutan Tesso Nilo 

  Investigator 
Greenpeace 
mengukur jejak 
harimau Sumatra 
dalam Taman 
Nasional Tesso 
Nilo. ©Rante/
Greenpeace

Tiger Conservation Landscape(TCL)/ Landskap 
Konservasi Harimau Tesso Nilo adalah TCL Prioritas 
Jangka Panjang113 yang termasuk wilayah sekitar 
233.000ha.114 Di pusat TCL ini adalah kompleks hutan 
Tesso Nilo,115 yang terdiri dari Taman Nasional Tesso 
Nilo dan dua HPH, keseluruhannya berada dalam 
wilayah sekitar 170.000ha. Kementerian Kehutanan 
menetapkan Taman Nasional Tesso Nilo pada tahun 
2004 dan mengekspansinya pada tahun 2009 karena nilai 
keanekaragaman hayatinya.116 Kompleks hutan ini117 tercatat 
memiliki salah satu keanekaragaman tumbuhan tertinggi 
di dunia118 dan mendukung populasi kunci dari gajah dan 
harimau Sumatra yang secara kritis terancam punah. 

Hampir semua hutan alam di sekitar TCL Tesso Nilo telah 
menjadi HTI dan perkebunan kelapa sawit, dan TCL-nya 
sendiri dalam kondisi buruk.119 Sejak 2011, kompleks 
hutan ini telah kehilangan hampir separuh dari tutupan 
hutannya;120 dalam bulan Juni 2013, hanya 39,000ha 
hutan alam yang tersisa – atau sekitar seperempat dari 
wilayah kompleks hutan. 

Pada bulan Juni 2013, tercatat 446 hotspot dalam 
kompleks taman nasional, terutama di wilayah yang 
telah ditebang habis dalam periode 2011–2013. Analisis 
Landsat pada Agustus 2013 menunjukkan bahwa 
7.600ha merupakan bekas kebakaran, berukuran mulai 
dari beberapa hektar hingga beberapa ratus hektar, 
sebagian besar bekas kebakaran terletak dalam taman 
nasional. Citra satelit menunjukkan pola bekas kebakaran 
pada lahan yang baru dibuka di sekitar petak-petak hutan 
tersisa yang makin menciut.121

Kehilangan hutan secepat ini akan mengakibatkan 
dampak sangat buruk bagi harimau dan kehidupan liar 
lainnya. Tesso Nilo diperkirakan memiliki kepadatan 
hunian 1,2 harimau per 100km2 (10.000ha).122 Dua 
area hutan terbesar yang tersisa di kompleks hutan 
Tesso Nilo memiliki luas 23.000ha dan 5.000ha,123 yang 
artinya sangat sempit untuk mendukung ruang hidup 
harimau.124 Sejumlah kecil harimau mungkin hidup 
dalam jangka panjang tetapi tidak akan terjadi populasi 

yang berkembang biak secara berkelanjutan:125 mereka 
akan bergantung pada migrasi jarak jauh ke wilayah 
hutan habitat harimau lainnya untuk mempertahankan 
populasi. Koridor habitat yang memberikan kesempatan 
pada harimau untuk mencapai wilayah lain saat ini 
juga terancam. Perambahan oleh manusia di Tesso 
Nilo sangat mungkin akan disertai dengan perburuan 
liar harimau dan perburuan spesies makanan harimau 
seperti rusa dan babi hutan, yang makin memperburuk 
keberlangsungan hidup harimau di wilayah ini. 

Menurut survei lapangan World Wildlife Fund (WWF) 
pada kawasan lebih dari 50.000ha wilayah rambahan 
di dalam kompleks hutan Tesso Nilo pada tahun 2011, 
70% (~36.000ha) di antaranya telah dikonversi menjadi 
perkebunan kelapa sawit.126

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di dalam 
kompleks hutan Tesso Nilo adalah ilegal. Seluruh wilayah 
dalam kompleks dikategorikan sebagai ‘Kawasan Hutan’ 
secara hukum, yang melarang pengembangan untuk 
komoditas pertanian seperti perkebunan kelapa sawit. 
Transaksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang 
berasal dari kompleks hutan Tesso Nilo seharusnya 
dianggap ilegal, dengan pengecualian hutan adat. Walau 
demikian, investigasi WWF menemukan bahwa ukuran 
rata-rata perkebunan per individu adalah 50 hektar,127 
jauh di atas ukuran biasanya untuk perkebunan kecil,128 
artinya terdapat kesediaan modal yang cukup besar. 
Survei lapangan menemukan lebih dari 95% perambah 
yang bermukim di dalam taman nasional berasal dari 
luar kawasan, yang sebagian besar dari luar Riau,129 yang 
artinya hak adat tidak berlaku.

Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan 
Pengendalian Pembangunan, Kuntoro Mangkusubroto, 
berkunjung ke Tesso Nilo pada bulan September 2013 
dan menyaksikan kerusakan. Dalam wawancaranya 
dengan majalah Tempo, ia berkomentar, ‘Saya kira akar 
masalahnya adalah ketidakmampuan kita menjaga 
kawasan supaya tidak dirampas, ketidakmampuan kita 
untuk menahan perambah […]Bagaimana mungkin 

Taman Nasional Tesso Nilo
0°10’58.20”S 101°58’9.01”E
1 Oktober 2013
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sebuah taman nasional dijaga hanya oleh beberapa 
orang yang tanpa perlengkapan? Mobil operasional 
Balai Taman Nasional Tesso Nilo itu cuma satu. Kantor 
seksinya hanya ada dua. Itu pun tidak ada orangnya. Ada 
ketidaksungguhan pemerintah menjaga kawasan itu.’130

Sejumlah pabrik minyak kelapa sawit mentah (CPO) 
beroperasi di sekitar kompleks hutan Tesso Nilo, banyak 
diantaranya menerima TBS dari pihak ketiga selain 
memproses TBS mereka sendiri. Beberapa pabrik tidak 
memiliki perkebunan mereka sendiri dan sama sekali 
bergantung pada TBS dari perkebunan independen.

Investigasi WWF tahun 2011–2012131 mengungkapkan 
bagaimana dua pedagang minyak kelapa sawit 
internasional – Asian Agri and Wilmar – terlibat dalam 
perdagangan kelapa sawit dari perusakan ilegal 
kompleks taman nasional Tesso Nilo. Beberapa pabrik 
dari perusahaan ini, termasuk pabrik Asian Agri yang 
disertifikasi RSPO pada tahun 2011,132 membeli TBS 
yang ditanam secara ilegal dalam kompleks hutan.133 
Selanjutnya, beberapa kelompok produsen didanai 
anggota RSPO Asian Agri atau didukung Wilmar yang 
juga merupakan anggota RSPO.134

CPO dari pabrik-pabrik ini dijual melalui Pelabuhan 
Dumai,135 pusat ekspor minyak kelapa sawit Riau, 
dan dari sana dikirim ke 130 negara di seluruh dunia, 
termasuk Belanda, Cina dan India yang merupakan 
importer terbesar.136

Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Satuan Tugas Persiapan 
Kelembagaan REDD+ mengatakan bahwa Indonesia 
‘tidak usah menutup mata bahwa ada perusahaan kelapa 
sawit, seperti Wilmar, yang membuka pintu pabriknya 
untuk sawit-sawit yang diambil dari dalam Taman Nasional 
Tesso Nilo … Mengapa perusahaan sebesar Wilmar mau 
menerima tandan sawit yang tidak jelas asalnya?’137

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menjawab 
temuan WWF dengan menekankan peraturan yang 
mengatakan bahwa pabrik minyak kelapa sawit harus 
‘mencatat asal dari pihak ketiga yang memasok Tandan 
Buah Segar… [Prinsip dan Kriteria RSPO revisi 2013] 
memungkinkan kendali transparan yang menyeluruh dan 
lengkap sejak dari lapangan sampai pabrik.’138

RSPO mengatakan bahwa Asian Agri dan Wilmar 
bekerjasama dan akan menghentikan pembelian tandan 
kelapa dari lahan yang ditebangi secara ilegal. Dengan 
asumsi para perusahaan akan terus bekerjasama, kata 
RSPO, tidak ada komplain resmi yang dilayangkan 
kepada perusahaan tersebut saat ini.139 

Pada bulan Juli 2013, Wilmar menginformasikan kepada 
Greenpeace bahwa mereka ‘berkomitmen untuk tidak 
membeli tandan buah segar (TBS) yang diperoleh dari 
wilayah rambahan hutan dengan status lahan tidak jelas; 
dan sebagai tindak lanjut dari komitmen ini, kami telah 
menghentikan pembelian kelapa sawit dari kompleks 
Tesso Nilo dan wilayah sekitarnya.’140

Namun, antara bulan September-Oktober 2013 
Greenpeace mendokumentasikan berlanjutnya 
perdagangan TBS dari dalam taman nasional. 

Pada bulan Oktober 2013, Greenpeace 
menginformasikan Wilmar mengenai temuan-temuan 
ini. Perusahaan merespon dengan menyatakan bahwa 
mereka ‘tidak bisa secara tegas menjamin bahwa 
tidak ada kemungkinan tercampurnya bahan baku 
kelapa sawit atau terkontaminasi dari sumber-sumber 
kontroversial dari para pemasok kami’141 dan mengakui 
bahwa mereka berusaha menerapkan sebuah sistem 
pelacakan penuh melalui pengurangan volume pasokan 
yang diterima melalui agen. Walau demikian, data yang 
mereka berikan mengindikasikan bahwa sepertiga 
dari TBS yang diterima oleh tiga pabriknya di kawasan 
kompleks hutan Tesso Nilo terus dipasok oleh para agen 
pada tahun 2013. Selanjutnya, perusahaan mengakui 
bahwa mereka dipasok oleh sejumlah pabrik non-Wilmar 
dalam kawasan taman nasional. Tidak jelas apabila 
Wilmar mengetahui siapa pemasok pabrik-pabrik ini atau 
apakah perusahaan telah memberitahu pabrik-pabrik ini 
akan kebijakan mereka mengenai sumber-sumber TBS 
kontroversial atau ilegal.

Investigasi Greenpeace dan respon perusahaan 
menunjukkan bahwa sistem dan pengawasan 
manajemen Wilmar yang ada terhadap rantai pasokan 
TBS mereka – baik pasokan ke pabrik-pabrik mereka 
sendiri dan ke pabrik pihak ketiga yang merupakan 
mayoritas pasokan CPO mereka-tetap tidak cukup. 

  Investigasi 
Greenpeace 
mendokumentasikan 
TBS yang dimuat 
ke sebuah truk di 
dalam kawasan 
Taman Nasional 
Tesso Nilo sebelum 
dibawa untuk diolah. 
©Greenpeace

Taman Nasional Tesso Nilo
0°15’02.4”S 101°47’52.9”E
27 September 2013
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  Panen kelapa 
sawit dari sebuah 
perkebunan kelapa 
sawit masyarakat.  
©Novis/Greenpeace

Pemasok independen –  
asal usul yang tidak jelas
 
Petani kecil menguasai 40% dari wilayah perkebunan kelapa 
sawit di Indonesia,142 dan terutama di Riau.143 Mereka adalah 
pemasok penting bagi para pedagang internasional melalui 
perantara-perantara, pabrik minyak kelapa sawit independen dan 
pabrik-pabrik yang berhubungan dengan perkebunan industri 
besar. Sektor ini harus mengatasi tantangan dan memastikan 
pasokan independen berasal dari perkebunan legal dan dikelola 
secara bertanggung jawab.

Analisis CIFOR tentang kebakaran bulan Juni 2013 menunjukkan 
bahwa 80% kebakaran berasal dari perkebunan ukuran kecil 
dan sedang.144 Perambahan perkebunan kelapa sawit ke dalam 
bentang alam konservasi harimau terus berlanjut, dan sangat 
membahayakan kesehatan hutan dalam jangka panjang. Dengan 
pengecualian yang sangat terbatas, perambahan adalah ilegal 
– walau demikian panen dari perkebunan ini berhasil masuk ke 
dalam perdagangan minyak kelapa sawit internasional.

Riau
15 Mei 2012
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6.  Wilmar / PT Agrindo  
Indah Persada

Latar belakang konsesi:
PT Agrindo Indah Persada (PT AIP), anak perusahaan 
Wilmar, memegang izin konsesi seluas 1.280ha di 
kabupaten Merangin, Jambi. Penanaman 500ha 
dalam wilayah ini telah disetujui, menurut laporan 
RSPO ‘Prosedur penanaman baru: Ringkasan laporan 
penilaian’.145 Separuh dari konsesi dipetakan sebagai 
habitat harimau.146

Temuan penilaian HCV:
Wilayah yang diklasifikasikan sebagai bernilai konservasi 
tinggi (HCV) adalah sekitar (417ha) dari total luas konsesi.147 
Ini termasuk wilayah dengan tingkat keanekaragaman 
hayati penting (HCV 1)148 yang bertindak sebagai koridor 

harimau Sumatra dan spesies terancam punah dan rentan 
lainnya, termasuk Ungko/Siamang (agile gibbon), macan 
dahan Sumatra dan beruang madu.149

Penilaian ini juga mengidentifikasi wilayah yang 
memberikan jasa lingkungan penting (HCV 4),150 termasuk 
lereng-lereng curam yang memerlukan perlindungan dari 
erosi dan daerah penyangga sekitar mata air, anak sungai 
dan sungai yang juga berfungsi sebagai pembatas 
kebakaran yang efektif.151

Penilaian ini mengidentifikasi wilayah-wilayah kritis 
untuk mempertahankan identitas budaya masyarakat 
lokal (HCV 6),152 terutama 46ha hutan adat Bukit Murau, 
yang dianggap keramat oleh Suku Anak Dalam.153 
Rencana pengelolaan PT AIP tahun 2009 juga 

  Pembukaan lahan dan 
pembangunan di Hutan HCV dan 
habitat harimau di dalam Konsesi 
kebun sawit PT. AIP milik Wilmar. 
©Hilton/Greenpeace

PT Agrindo Indah Persada
01° 52’ 4.34”S  102° 05’ 5.36”E
20 Oktober 2013
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Deforestasi pada hutan
dengan nilai konservasi 
tingg (HCV)

Jambi AIP

  Hutan 2013 (hanya di dalam konsesi)  
Hutan 2011 (2011 (luar konsesi)

 Deforestasi 2009-2013

 Area HCV

 Konsesi 1kmSkala

memasukkan rencana menanam kembali hutan seluas 
370ha di wilayah HCV,154 namun investigasi lapangan 
menemukan pembukaan hutan besar-besaran.

Analisis pemetaan dan 
investigasi lapangan:
Hutan menutupi sekitar 10% (124ha) dari konsesi 
ini pada tahun 2009, yang hampir 40%-nya (48ha) 
sebelumnya adalah HCV. Pada tahun 2013, tersisa 
kurang dari 20ha wilayah berhutan. Sepertiga 
dari pembukaan ini (35ha) merupakan hutan 
HCV. Investigasi lapangan mendokumentasikan 
pembukaan jalan dan perkebunan pada wilayah-
wilayah yang didokumentasikan sebagai lereng-
lereng curam HCV. Erosi dan pohon tumbang sebagai 

konsekuensi dari pembangunan jelas terlihat. 

Hampir semua deforestasi dalam PT AIP pada 
periode 2009–2013 adalah habitat harimau. Seorang 
penduduk lokal mengaku pada Greenpeace bahwa 
ia bertemu dengan sekeluarga harimau (termasuk 
anaknya) keluar dari wilayah dekat konsesi PT AIP.

Pada bulan Oktober 2013, Greenpeace 
menginformasikan Wilmar akan temuan-temuan 
ini. Perusahaan merespon dengan mengatakan 
bahwa mereka memiliki prosedur ketat dalam 
pengembangan perkebunan dan pembukaan wilayah 
HCV adalah kesalahan para kontraktor.  Investigasi 
Greenpeace menunjukkan bahwa sistem dan 
pengawasan manajemen Wilmar akan operasi mereka 
sendiri tidak cukup.
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Ulasan mengenai Wilmar Group 
Wilmar International Ltd, anggota RSPO yang berkantor pusat 
di Singapura menggambarkan diri mereka sendiri sebagai 
‘kelompok agribisnis terkemuka Asia’, dengan lebih dari 400 
pabrik manufaktur;156 perusahaan ini beroperasi di lebih dari 
20 negara di empat benua,157 sementara jaringan distribusinya 
mencapai lebih dari 50 negara.158 Selain mempunyai 
perkebunan yang luas dan usaha pengolahan di Indonesia 
dan Malaysia, perusahaan ini mengaku sebagai penyuling 
minyak kelapa sawit terbesar di kedua negara dan pengolah 
terbesar dunia dan produsen barang dengan minyak kelapa 
sawit dan lauric,159 dengan kurang lebih 35% pangsa pasar 
global pengolahan minyak kelapa sawit.160 

Wilmar International Ltd secara efektif adalah aliansi antara 
perusahaan komoditas AS Archer Daniels Midland (ADM – 
penguasaan saham 16%) dan keluarga Kuok dari Malaysia 
(penguasaan saham 44%).161 

Sejak akhir 2012, Wilmar International Ltd memiliki total 
perkebunan kelapa sawit seluas 256.000ha, hampir tiga 
perempatnya (190.000ha) berada di Indonesia.162 Namun 
demikian, sejak tahun 2007 Wilmar menguasai sekitar 
500.000ha lahan perkebunan, dimana 230.000ha di antaranya 
telah ditanami – separuh dari lahan yang telah ditanami ini 
berada di Indonesia.163 Ini berarti perusahaan menyimpan 
lahan hampir 250.000ha yang belum ditanami.

Kelompok ini secara pesat mengekspansi operasi 
perkebunannya di Afrika. Dalam laporan tahunan 2012 mereka 
melaporkan total wilayah yang telah ditanami di Uganda 
dan Afrika Barat masing-masing adalah sekitar 6.000ha dan 
39.000ha, di luar lebih dari 140.000ha yang dikelola di bawah 
skema penanam lepasan.164 Menurut laporan ini, pada tahun 
2013 mereka bertujuan untuk memulai menanam kembali 
30.000ha lahan yang baru diperoleh di Nigeria.165 

Wilmar juga merupakan pengolah penting buah kelapa 
sawit menjadi minyak kelapa sawit mentah. Pabrik-pabrik 
perusahaan memproduksi 3,5% pasokan global minyak 
kelapa sawit mentah pada tahun 2012.166 Lebih dari 50% dari ini 
berasal dari petani kecil dan penanam pihak ketiga lainnya.167 

Walau demikian, lebih penting lagi perusahaan ini merupakan 
penyuling minyak kelapa sawit mentah dan pengolah hilir dari 
minyak suling menjadi lemak dan oleochemical yang digunakan 
dalam sektor-sektor makanan, biofuel, keperluan rumahtangga 
dan perawatan diri.168 Di luar Indonesia dan Malaysia, mereka 
memiliki fasilitas penyulingan dan pengolahan di Cina,169 India,170 
Eropa,171 AS172 dan tempat-tempat lain. Sebagian besar dari 
CPO yang disuling oleh Wilmar dipasok oleh pengolah lain, dan 
pada akhirnya hanya kurang dari 4% dari minyak kelapa sawit 
dan produk lauric yang diperdagangkan Wilmar berasal dari 
perkebunan mereka sendiri.173 

Pada tahun 2012, pasar utama kelompok ini dalam semua 
sektor bisnis adalah Cina (47%) dan Asia Tenggara (26%), 

disusul oleh Eropa (8%), Australia dan Selandia Baru (4%), India 
(4%) dan Afrika (3%).174 Wilmar adalah pemimpin pasar dalam 
minyak pangan kemasan di Cina dan juga memiliki pangsa 
pasar besar di India, Indonesia, Vietnam dan Bangladesh.175

Produk-produk Wilmar – bukan hanya minyak suling dan 
bahan-bahan bakunya tapi juga barang konsumen (terutama di 
Asia, Timur Tengah dan Afrika176) – dipasarkan ke seluruh dunia 
oleh jaringan anak perusahaan dan joint ventures. Ini termasuk 
joint ventures dengan Adani di India (‘Adani Wilmar’),177 raksasa 
komoditas agro AS, ADM (misalnya Olenex),178 perusahaan 
kimia Swis, Clariant (‘perusahaan amino global’),179 perusahaan 
kimia AS, Huntsman,180 perusahaan barang konsumen Inggris 
Raya, PZ Cussons (‘PZ Wilmar’)181 dan perusahaan kimia Afrika 
Selatan, Sasol (‘Sasol Yihai’)182. 

Wilmar telah menjalin joint venture 50-50 dengan 
Kellogg’s di Cina,183 dimana Kellogg’s mendapatkan 
untung dari jaringan distribusi Wilmar yang sangat luas 
untuk memasarkan merek-merek mereka termasuk 
sereal dan makanan ringan seperti Pringles. 

Banyak perusahaan barang konsumen besar tidak memiliki 
kebijakan yang cukup untuk memastikan bahwa minyak 
kelapa sawit yang mereka beli tidak mendorong deforestasi. 
Greenpeace telah mengidentifikasi perdagangan produk-
produk berbahan dasar minyak kelapa sawit dari Wilmar ke 
perusahaan-perusahaan termasuk Amway (AS)184, Biskuit 
Arnott’s (Aus)185, Colgate Palmolive (AS),186 Godrej (India)187, 
Mondelez International188 (dahulu bernama Kraft Foods Inc.; 
AS), Neste Oil (Finlandia)189, Procter & Gamble (AS),190 Reckitt 
Benckiser (Inggris)191 dan Twincraft Soap (AS).192

Walaupun Wilmar telah menerapkan untuk tidak membuka hutan 
HCV193 atau lahan gambut dengan kedalaman berapapun194 dan 
menghindari penggunaan api dalam konsesi-konsesi mereka,195 
Greenpeace telah mendokumentasikan pembukaan habitat 
harimau yang diidentifikasi sebagai HCV di dalam salah satu 
konsesi milik Wilmar di Jambi. Kelompok ini, yang merupakan 
anggota RSPO, juga dilaporkan melanggar Prinsip dan Kriteria 
RSPO,196 dan melanggar Kode Etik Perilaku (Code of Conduct) 
RSPO197 sebagai hasil perpindahan tangan PT Asiatic Persada; 
dimana transfer ke Ganda Group, yang dekat dengan Wilmar,198 
dilakukan tanpa konsultasi sebelumnya dengan masyarakat 
yang terlibat dalam proses resolusi konflik.199 

Selanjutnya, Wilmar tidak mewajibkan kebijakan lingkungan 
dan sosial serupa untuk kegiatan-kegiatan dari para pemasok 
pihak ketiga yang menjual tandan buah segar kelapa sawit 
atau minyak kelapa sawit mentah. Dua pemasok – Ganda 
Group dan Surya Dumai (First Resources)200 – terlibat dengan 
kebakaran yang baru-baru ini terjadi di Riau.201 Pemasok 
lainnya – Bumitama,202 dimana Wilmar adalah investor penting 
di perusahaan ini203 – telah menebang habis habitat orangutan 
di dua wilayah yang berbeda di Kalimantan204 dan siap untuk 
membuka hutan dalam konsesi yang baru diperolahnya 
yang bersebelahan dengan Taman Nasional Tanjung Puting 
yang terkenal.205 Wilmar sebelumnya telah dikaitkan dengan 
perdagangan dari perkebunan ilegal dalam kompleks hutan 
Tesso Nilo206 dan mendukung produsen ilegal di sana.207 

Perdagangan dari perkebunan ilegal dalam Taman Nasional 
Tesso Nilo ke pabrik-pabrik minyak kelapa sawit berlanjut terus. 



29

 
Minyak kelapa sawit RSPO 
gagal melindungi para anggota 
Forum Barang Konsumen dari 
pengrusakan hutan 

Forum Barang Konsumen atau Consumer Goods Forum 
(CGF) adalah jaringan industri global termasuk lebih dari 400 
peritel, produsen manufaktur dan perusahaan-perusahaan 
lain. Pada tahun 2010, CGF mengeluarkan resolusi yang 
menjanjikan nol deforestasi pada tahun 2020 dalam rantai 
pasokan komoditas anggota-anggotanya, termasuk minyak 
kelapa sawit.208 Saat ini, CGF bergantung pada RSPO untuk 
memenuhi komitmen ini.

Greenpeace telah melayangkan surat kepada lebih dari 250 
perusahaan konsumen minyak kelapa sawit  – banyak di 
antaranya adalah anggota CGF – dan bertanya bagaimana 
mereka berniat untuk memastikan rantai pasokan mereka 
tidak terkait dengan deforestasi. Sebagian besar perusahaan 
responden bergantung pada sertifikasi RSPO untuk 
memenuhi komitmen keberlanjutan mereka. Sangat sedikit 
yang memiliki komitmen berbatas waktu untuk terlacaknya 
atau menghilangkan sama sekali deforestasi dari rantai 
pasokan mereka. 

 
Standar RSPO gagal untuk melarang deforestasi dan konversi 
lahan gambut. Sebagaimana diungkapkan investigasi 
Greenpeace, anggota-anggota penting RSPO terlibat dengan 
perusakan habitat harimau, termasuk konversi lahan gambut, 
dan terimplikasi kebakaran besar pada bulan Juni 2013.

CGF, anggotanya dan pengguna minyak kelapa sawit besar 
lainnya harus melampaui standar RSPO yang ada untuk 
mencapai nol deforestasi dan menghilangkan risiko operasi 
mereka yang mendukung perusakan habitat harimau.

Wilmar adalah pemasok minyak kelapa sawit utama bagi 
banyak anggota CGF, termasuk Colgate Palmolive209, 
Mondelez International (dahulu Kraft Foods Inc) ,210 Procter & 
Gamble211 dan Reckitt Benckiser.212 Kellogg’s – anggota CGF 
dan pengguna minyak kelapa sawit – telah menjalin kerjasama 
joint venture 50-50 dengan perusahaan di Cina.213

  Pohon-pohon kelapa sawit 
yang terbakar di Perkebunan 
PT Rokan Adiraya.  
©Ifansasti/Greenpeace

  Penyelamatan orangutan 
dari perkebunan kelapa 
sawit PT Ladang Sawit 
Mas. Orangutan ini 
mendapatkan infus. 
PT LSM adalah anak 
perusahaan dari 
Bumitama. Wilmar 
International adalah 
investor utama di 
Bumitama dan menerima 
lebih dari separuh 
penjualan minyak kelapa 
sawit mereka. 
© Sabugo/IAR Indonesia

PT Rokan Adiraya
1°9’57.42”N 100°51’13.14”E
24 Juni 2013

PT Ladang Sawit Mas  
Kalima   ntan Barat 
West Kalimantan
5 Maret 2013
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Perkebunan kelapa sawit 
yang bebas dari deforestasi 

Hutan

Produsen yang bertanggung
jawab-memiliki sertifikasi yang kredibel

Peningkatan hasil dan praktek terbaik 

100% terlacak

100% terlacak

Pedagang

Dilacak

Tuntutan : 100%  kelapa sawit 
bebas deforestasi yang 

dapat dilacak

Kilang minyak

Mill

Solusi 
Pasokan yang sepenuhnya dapat dilacak-
produsen yang bebas dari deforestasi
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Waktunya beraksi

Semua pemangku kepentingan dalam industri 
minyak kelapa sawit perlu beraksi sekarang untuk 
menghentikan industri tersebut merusak hutan hujan 
yang penting, membahayakan masa depan kehidupan 
liar yang terancam punah secara kritis, menggusur 
masyarakat lokal dan mendorong perubahan iklim. 
Laporan ini memberikan beberapa contoh praktik 
yang harus ditinggalkan oleh industri. Para pemangku 
kepentingan lain, dari pemerintah sampai pengguna, 
harus menunjukkan bahwa mereka tidak akan 
mentolerir perusakan semacam ini. Sebagai produsen 
terkemuka di dunia, Indonesia harus mengambil 
kesempatan memegang peran utama untuk 
mengubah sektor ini.

Greenpeace menyerukan kepada para pemangku 
kepentingan minyak kelapa sawit, pulp dan industri 
komoditas lainnya untuk mengambil langkah-
langkah penting untuk menghentikan deforestasi dan 
memperbaiki tata kelola dan transparansi.

1.  Sektor perkebunan: hentikan penghancuran hutan 
hujan Indonesia termasuk habitat harimau

• Segera terapkan moratorium pembangunan 
perkebunan dalam semua konsesi dimana terdapat 
andil perusahaan Anda sampai hutan dan lahan 
gambut diidentifikasi dan dilindungi melalui Kebijakan 
Konservasi Hutan.214

• Dukung langkah-langkah tingkat bentang alam/
lansekap untuk melindungi dan memperkuat situs-
situs penting secara ekologis termasuk habitat 
harimau dan spesies terancam punah lainnya.

2.  Pedagang perantara: jangan berdagang 
dengan produsen kotor, dukung perusahaan-
perusahaan progresif dan produksi 
bertanggung jawab oleh petani kecil

• Tunda perdagangan dengan produsen yang terlibat 
dengan deforestasi atau pembukaan lahan gambut.

• Dukung produsen yang menerapkan kebijakan 
deforestasi nol yang jelas seperti yang diterapkan oleh 
para anggota Palm Oil Innovations Group (POIG).215

3.  Konsumen korporat: pastikan rantai pasokan anda 
ramah bagi harimau

• Buat komitmen untuk memastikan bahwa pasokan 
komoditas termasuk minyak kelapa sawit, kertas dan 
kemasan bebas deforestasi. 

• Mulailah dengan memastikan keterlacakan penuh 
dalam rantai pasokan Anda dan dukung perusahaan 
yang memiliki komitmen jelas akan kebijakan 
deforestasi nol sebagaimana yang diterapkan oleh 
anggota POIG. 

4. Sektor keuangan: jangan biayai deforestasi

• Tolaklah untuk memberi dukungan keuangan atau 
jasa kepada perusahaan minyak kelapa sawit dan 
komoditas lainnya yang terkait dengan deforestasi.

5.  Pemerintah Indonesia: berikan kekuatan pada 
perlindungan harimau 

Pastikan tata kelola yang kuat, prioritaskan perlindungan 
hutan dan hargai industri yang memberi contoh. 

• Tegakkan moratorium dan pastikan perkebunan 
kelapa sawit baru, pulp atau perkebunan lainnya 
dibangun pada lahan dengan simpanan karbon 
rendah.

• Berlakukan peraturan dan kebijakan tambahan 
untuk memastikan proteksi penuh untuk semua 
hutan dan lahan gambut, termasuk yang berada 
dalam wilayah konsesi. 

• Tinjau izin konsesi yang ada. Tindak ilegalitas, 
termasuk kegagalan untuk memenuhi proses dalam 
pemberian izin, kegagalan untuk mematuhi peraturan 
lahan gambut atau pelarangan pembakaran. Cabut 
konsesi pelanggar yang keras kepala serta yang 
melanggar peraturan. 

• Kembangkan dan terapkan rencana pemerintah untuk 
perlindungan dan rehabilitasi hutan dan bentang alam 
lahan gambut serta koridor kehidupan satwa liar. 

• Ciptakan pencatatan nasional publik untuk semua 
jenis konsesi – termasuk kelapa sawit, pulp 
dan batubara – serta publikasikan One Map.216 

Kembangkan sistem pemantauan nasional 
independen untuk memberikan transparansi yang 
lebih besar pada proses ini, memastikan pemantauan 
dan penegakan serta memberikan kekuatan pada 
masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lain. Ini 
akan memungkinkan pemangku kepentingan untuk 
memantau dampak operasi, juga mengekspos dan 
tuntut pertanggungjawaban mereka yang melakukan 
kerusakan lingkungan seperti kebakaran, serta akan 
meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan 
memperkuat usaha penegakan hukum terhadap 
mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran.

• Kembangkan basis data lahan terdegradasi217 untuk 
memungkinkan proses pertukaran lahan yang efektif 
dan memungkinkan konsesi legal di wilayah-wilayah 
hutan dan lahan gambut ditukar dengan konsesi 
di wilayah dengan stok karbon rendah yang tidak 
mempunyai masalah sosial, lingkungan atau ekonomi. 

• Beri penghargaan terhadap kepemimpinan industri. 
Beri insentif pada produktivitas yang meningkat dalam 
perkebunan yang ada (misalnya melalui insentif pajak).
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Gas Rumah Kaca (GRK)

Hektar (ha)

High conservation value (HCV),  
Area Konservasi Tinggi

Mega ton (Mt)

PT Agrindo Indah Persada (PT AIP)

PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP)

PT Rokan Adiraya (PT RAR)

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), 
Perkumpulan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Royal Golden Eagle (RGE)

Sinarmas Forestry (SMF)

tandan buah segar (TBS)

Tiger Conservation Landscape (TCL), Bentang 
Alam Konservasi Harimau 

Ton (t)

World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD)

World Wildlife Fund (WWF)

Data yang digunakan 
dalam analisis pemetaan 
Greenpeace:

Tutupan hutan:
Kementerian Kehutanan (2013a)

Kementerian Kehutanan (2013b)

Kementerian Kehutanan (2009a)

Kementerian Kehutanan (2005)

Peta Kawasan hutan:
Kementerian Kehutanan (2013c)

Lahan gambut:
Wahyunto & Subagjo (2003)

Kebakaran 2013:
NASA (2013)

Konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI):
Kementerian Kehutanan (2010a)

Konsesi kelapa sawit:
Kementerian Kehutanan (2010)

Habitat harimau:
WWF (2008)

Tiger Conservation Landsapes:
Dinerstein et al (2006)

Habitat orangutan:
Wich et al (2008)
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